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PENETAPAN
Nomor 84/Pdt.P/2015/PA.Pwl
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada
tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara
permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Husnia binti Madaaming, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan
ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Layonga Galung (dekat rumah
mantan Kepala Desa Batulaya), Desa Batulaya, Kecamatan Tinambung,
Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang.

DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya secara lisan tertanggal 5 Juni 2015 dan
telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 84/Pdt.P/2015/
PA.Pwl. tanggal 5 Juni 2015 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1 Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak kandung Pemohon ke Kantor
Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi
berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung,
Kabupaten Polewali Mandar dengan Nomor Kk.31.03.04/PW.01/067/2015,
menolak untuk mencatatkan pernikahan antara Nasrawati binti Syaripuddin dengan
Rustan bin Koni dengan alasan anak Pemohon masih di bawah umur.

2 Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung
Pemohon bernama Nasrawati binti Syaripuddin, umur 13 tahun, agama Islam,
pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Layonga Galung
(dekat rumah mantan Kepala Desa Batulaya), Desa Batulaya, Kecamatan

Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, dengan seorang lelaki bernama Rustan
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bin Koni, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat
tinggal di Dusun Palleroang (dekat rumah Imam Masjid Palleroang), Desa Salarri,
Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar.

3 Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut
ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah
terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur
16 tahun, namun pernikahan tersebut untuk tetap dilangsungkan karena keduanya
telah saling kenal mengenal selama kurang lebih 5 bulan.

4 Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut, tidak ada
hubungan darah serta tidak sesusuan.

5 Bahwa anak kandung Pemohon dan calon suaminya tidak pernah menikah dan
sudah siap menjadi seorang istri/ibu rumah tangga, begitupun dengan calon
suaminya telah akil balig serta sudah siap pula menjadi suami atau kepala rumah
tangga dalam keluarga.

6 Bahwa keluarga calon suami telah pernah melamar ke keluarga calon isteri dan
Pemohon telah merestui dan menerima rencana pernikahan tersebut, namun Imam/
Kantor Urusan Agama setempat tidak bersedia menikahkan karena usia anak
kandung Pemohon masih di bawah umur.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali

c.qg Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan

penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandung
Pemohon bernama (Nasrawati binti Syaripuddin) dengan calon suaminya bernama
(Rustan bin Koni).

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon

penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak datang di

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun
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telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Polewali
berdasarkan relaas panggilan tertanggal 15 dan 26 Juni 2015, dan ketidak-hadirannya
bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita
Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah
sebagaimana tersebut di muka

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak datang di persidangan dan tidak pula
menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah
dan patut, dan ketidak-hadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi Muhmmad saw. yang terdapat dalam

sunan al-Daruquthni:

Artinya: "Barang siapa yang telah dipanggil ke persidangan oleh hakim (Pengadilan
Agama) tapi tidak menghadap, maka dia tergolong orang yang zalim dan gugur
haknya."

Menimbang, bahwa terbukti Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan
juga tidak menyuruh orang lain mewakilinya, berdasar Pasal 148 R.Bg, Maka Majelis
Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara, maka
permohonan ini harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan
Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak termasuk diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.
Pasal 148 R.Bg, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur.
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2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp
306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada
hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1436
Hijriyah, oleh Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI sebagai Ketua Majelis, Siti
Zainab Pelupessy, S.HI, M.H., dan Zulkifli, S.EI masing-masing sebagai Hakim Anggota,
penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan
tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

dibantu oleh Dra. Hj. Hasnawiyah sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemohon.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Siti Zainab Pelupessy, S.HI, MLH. Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.H]

Zulkifli, S.EI Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasnawiyah

Rincian Biaya Perkara:

1. |Pendaftaran : (Rp [30.000,00
2.|ATK Perkara : |Rp 150.000,00
3.|Panggilan : [Rp [215.000,00
4.|Redaksi : |Rp 15.000,00
5.|Meterai : |Rp 16.000,00

Jumlah : |Rp [306.000,00
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